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6.

WALIKOTA MOJOKERTO

bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor
5 tahun 2001 tentang Yembentukan Lembaga Teknis Daerah, maka
dipandang perlu menefapkan Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengawasan Kota Mojokerto dalam Keputusan Walikota
Mojokerto, :

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Kota Kecil dalam  Lingkungan Propinsi Jawa  Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat;

, Undang-undang Nomor 22 Talum 1999 tentang Pemerintahan Dacrah

(Lembaran Megara Tahunl999 Nomer 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tanmibahan Lembaran Negara Nomior 3848);

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Pcrubahan

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerte (Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3242); : :

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintzh Nomor 84 Tahun 2000 temtang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
165),

. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50

Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisast dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Propinst/Kabupaten/Kota,

. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 tahun 2001 fentang

Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.
MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGAWASAN KOTA
MOJOKERTO.



BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dala:p Keputusan ini yang dimaksud dengan:

a. Kota, adalah Kota Mojokerto,

. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto;

¢. Walikota, adalah Waliketa Mojokerto;

d. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;

¢. Badan Pengawasan Kota, adalah Badan Pengawasan Kota Mojokerto;
f, Kepala Badan, adalah Kepala Badan Pengawasan Kota Mojokerto.

BABIIL
SUSUNAN ORGANISAS]
Pasal 2
(1) Susunan Organisasi Badan Pcngn.wasan Kota Mojokerto terdiri atas:

a. Kepala;

Sckretariat;

Nidang Pemerintahan Umum, Aparatur dan Agraria;

d. Bidang Keuangan, Perckonomian dan Usaha Dacrah,

- Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah;
Bidang Pembangunan;
Bidang Kesatuan Rangra dan Perlindungan Masyarakat;
Kelompok Jabatan F;ungsional.
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(2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayal (1) masing-
masing dipimpin oleh scorang Seckretariz dan Kepala Bidang vang
terada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

(3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawasan adalah scbagaimana
tercantum  dalam Lampiran dan metupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, umum,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pemcliharaan kantor dan
perencanaan program, pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan cleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada pasal 2,
Sekretariat mempunyai fungsi: '

a. Pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat;

b. Pelayanan administratif kepada Kepala Badan serta bidang-bidang lain
di lingkungan Badan Pengawasan;

¢. Pengclolaan tata usaha kepegawaian,

d. Pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga dan pemeliharaan

kantor;

Pelaksanaan pengelolaan keuangan,

f Penyusunan laporan kegiatan perencanaan program  Badan
Pengawasan, '

o



Pasal 5

(1) Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian vaitu;

a. Sub Bagian Penyusunan Progyam dan Pelaporan,
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c. Sub Bagian Keuangan,

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepuda Sekretaris.

Pasal 6

Sub Bagian Penyusunan Program don Laporan mempunyai tugas:
12 . 5 1 A

a,

Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan
program kerja dan rencana kegiatan kerja pengawasan;

Menyiapkan bahan penyusunan Peraturan Perundang-undangan di
bidang pengawasan;

Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program
pengembangan di bidang pengawasan;

Mengolah dan menyusun serta mcny:apkan Iaporan kegiatan program
pengawasarn;

Melaksanakan fugaq lam yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
bidang mgasnva

Pagal 7

Sub Bagian Kepegaswaian dan Umum mempunyai tugas:

a.

b.

d.

Melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat, pengetikan,
penggandaan dan tata usaha kearsipan;

Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perjalanan dinas dan
kesejahteraan pegawai;

Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan
kantor; :
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

a.

Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan
anggaran kevangan; o

Melakukan pengelolaan keudngan termasuk pembayaran gaji pegawai;
Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan
keuangan; .

Melaksanakan tugas lain yang drbenkan oleh Sekretarig sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal 9

(1) Bidang Pemerintahan Umum, Aparatur dan Agraria mempunyai fugas

melaksanakan sebagian tugas Badan Pengawasan  di bidang
Pemerintahan Umum, Aparatur dan Agraria serta melaksanakan titpag
lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;



(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini, Bidang Pemerintahan Umum, Aparatur dan  Agraria |

niempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penyiapan baban dalam rangka penyusunan
program pengawasan  serta  perumusan kebijakan  di bidang
Pemerintahan Umum, Aparatur dan Agraria;

b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang Pemerintahan Umum,
Aparatur gan Agraria,

¢. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama program  kegiatan
pengawasan  dengan Instansi ferkait di bidang Pemerintahan
Umum, Aparatr dan Agraria;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan program kegiatan
pengawasan di bidang Pemerintahan Umum, Aparatur dan Agraria;

Pasal 10

(1) Bidang Pemerintahan Umum, Aparamf dan Agraria terdiri atas 4

(empat) Sub Bidang yain:

a. Sub Bidang Pemerintahan Umum,

b. Sub Bidang Pemerintahan Daerah;

¢. Sub Bidang Aparatur dan Kelsmbagaan;
d. Sub Bidang A-raria,

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang

yang berada di bawah dan berlangpung jawab kepada Kepala Bidang
Pemerintahan Umum, Aparatur das Agrosia, -

Pasal 11

Sub Bidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas:

a,

b.

Mengumpuikan dan menyiapkan bahan pengawasan di bidang
Pemerintahan Umumny,

Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan pengawasan di bidang
Pemerintahan Umum; .

Melakukan koerdinasi dan kerjasama kegiatan pengawasan dengan
instansi terkait di bidang Pemerintahan Umum;

Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka
pengawasan di bidang Pemerintahan Umum;

Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil pengawasan Jdi bidang
Pemerintahan Umum; .

Melaksanakan tugas lain yang dibertkan oleh Kepala Didang
Pemerintahan Umum, Aparatur dan Agraria sesuaj dengan bidang
fugasnyva, '

Pasal 12

Sub Bidang Pemerintahan Dacrah mempunyai tugas:

a.

b.

Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengawasan di  bidang
Pemerintahan Daerah;

Menyiapkan data untuk. keperluan pembinaan pengawasan di bidang
Pemerintalan Daerah;

Melakukan koordinast dan Xerjasama kegiatan pengawasan dengan
instans: terkait di bidang Pemerintahan Daerah;

EE



Melakukan: kegiatan' identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka
pengawasan i bidang Pemerintahan Dacraly

Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil pengawasan di bidang
Pemerintahan Daerah,

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemerintahan Umum, Aparatur dan Agraria sesuai dengan bidang
hugasnya.

Pasai 13

Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan mempunyai tugas:

ad.

b.

Mengumpulkan dan’ menyiapkan bahan  pengawasan  di bidang
Aparatur dan Kelembagaan;

Menyiapkan data untuk keperluan pembindan pengawasan di bidang
Aparatur dan Kelembagaan;

Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan pengawasan dengan
instanst terkait di bidang Aparatur dan Kelembagaan;

Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka
pengawasan di bidang Aparatur dan Kelembagaan;

Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil pengawasan di bidang
Aparatur dan Kelembagaan,

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemerintahan Umum, Aparatur dan Agraria sesual dengan bidang
tugasnya. .

Pagal 14

Sub Bidang Agraria mempunyai tugas:

a.

0.

o

d.

Mengumpulkan dan  menyiapkan bahan pengawasan di bidang
Agraria;

Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan pengawasan di bidang
Agraria; : '

Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan pengawasan dengan
instansi serkair di bidang Agraria;

Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka
pengawasan di bidang Agraria,

Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil pengawasan di bidang
Agraria;

Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemerintahan Umumn, Aparatur dan Agraria sesuai dengan bidang
ugasnya. ‘

Pasal 15

(1) Bidang Keuangan, Pereckonomian dan Usaha Daerah mempunyat tugas

melaksanakan sebagian fugas Badan Pengawasan dalam  bidang
Keuangan, Perekonomian dan Usaha Daerah serta melaksanakan tugas
lain vang diberikan oleh Kepala Badan sesuat dengan bidang tugasnya;

(2) Untuk melaksanakan tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal

ini, bidang Keuangan, Perekonomian dan Usaha Daerah mempunyat
fungst:

a, Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan
program pengawasan serta perumusan kebijakan di  bidang
Keuangan, Perekonomian dan Usaha Daerah:



b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan di  bidang Keuangan,
Perekonomian dan Usaha Daerah;

¢. Pelaksanaan  koordinasi  dan kerjasama  program  kegiatan
pengawasan  dengan  instansi  terkait di bidang Keuangan,
Perekonomian dan Usaha Daeraly,

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan program kegiatan
pengawasan di bidang Keuangan, Perckonomian dan Usaha
Daerah;

TPasal 16

(1) Bidang Keunangan, Perekonomian dan Usaha Daerah terdiri atas 4

. (empat) Sub Bidang yaitu

2. Sub Bulang Pengelolaan Keuangan; _

b. Sub Bidang Pelaksanaan dan Perhitungan Anggaran Daerah;,

¢. Sub Bidang Badan Usalia Milik Daerah (BUMD) dan Pendapatan,
d. Sub Bidang Retribust dan Pendapatan Lain-1 ain.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang

vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Keuangan, Perekonomian dan Usaha Dacrah,

Pasal 17

Sub Bidang Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas:

H

b.

Mengumpulkan  dan menyiapkan bahan pengawasan di  bidang
Pengelolaan Kenangan;

Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan pengawasan di hidang
Pengelolaan Keuangan;

Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan pengawasan dengan
ingtansi terkait di bidang Pengelolaan Keuangan;

Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka
pengawasan di bidang Pengelolaan Keuangan;

Menvusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil pengawasan di bidong
Pengelolaan Keuvangan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Keuangan, Perekonomian dan Usaha Daerah sesuai dcngan bidang
tugasnya.

Pasal 18

Sub Bidang Pelaksanaan dan Perhitungan Anggaran Daerah mempunyai
tugas.:

a.

b.

d.

Mengumpulkan dan Jnenyiapkan bahan pengawasan di bidang
pelaksanaan perhifungan anggaran daerah;

Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan pcngawasan di bidang
pelaksanaan perhitungan anggaran daeral; :

Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan pcngawasan dengan
instansi terkait di bidang pelaksanaan perhitungan anggaran dacrah;
Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi datam rangko
pengawasan di bidang pelaksanaan perhitungan anggaran daerah;
Menmyusun laporan dan rekomendasi hagil-hasil pengawasan di bidang
pelaksanaan perhifingan anggaran daeral;



Melaksanakan fugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Keuangan, Perckonomian dan Usaha Daerah sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 19

Sub Bidang BUMD dan Pendapatan mempunyai tugas:

Mengumpulkan dan meayiapkan bahan pengawasan di bidang DUND
dan Pendapatan;

Menytapkan data uniuk keperluan pembinaan pengawasan i bidang
BUMD dan Pendapatan;

Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan pengawasan dengan
mstansi terkait di bidang BUMD dan Pendapatan,

Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, cvaluasi dalam rangka
pengawasan di bidang BUMD dan Pendapatan;

Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil pengawasan di bidang
BUMD dan Pendapatan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Keuangan, Perekonomian dan Usaha Daerah sesuvai dengan bidang
tugasnya.

Pasgal 20

Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas:

a.

d.

Mengumpulkan  dan  menyiapkan bahan  pengawasan  di  bidang
Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;

Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan pengawasan di bidang
Retribusi dan Pendapatan Lain-1ain;

Melakukan koordinasi dan kerjasama keplatan pengawasan dengan
instansi terkait di bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka
pengawasan i bidang R tribusi dan Pendapatan Lain-Lain;

Menyusun Iaporan dan rekomendasi hasil-hasil pengawasan di bidang
Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain,

Melaksanakar. tugas lain vyang diberikan clch Kepala Bidang
Keuvangan, Perckonomian dan Usaha Daerah sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 21

{1y Bidang Perlengkipan, Peralalan dan Kekayaan Daerah mempunyii

tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengawasan di bidang
Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Dacrah serta melaksanakan
tugas lain yvang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang
tugasnva;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini, bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah
mempunyai funpsi:

a. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan
program pecngawasan serta perumusan  kcbijakan di  bidang
Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah;

b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang Perlengkapan,
Peralatan dan Kekayaan Dacrah;



c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama program kegiatan
pengawasan dengan Insiansi terkait di bidang Perlengkapan.
Peralatan dan Kekayaan Dacrahy

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan program kegiatan
pengawasan di bidang Perlengkapan, Peratatan dan Kekayaan
Dacrah.

- Pasal 22

(1) Bidang Perfengkapan, Peralatan dan Kekayaan Dacrah terdin atag 3
~(tiga) Sub Bidang yaitu:

a. Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Pusat;
b. Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Daeraly;
¢. Sub Bidang Kekavaan Daerah,

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh scorang Kepala Sub Bidang
yang berada di bawal: dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perlengkapan, Peralitan dan Kekayaan Daerah,

Pasal 23
Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Pusat mempunyai tugas;

a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengawasan di bidang
Perlengkapan dan Peralatan Pusat,

b, Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan pengawasan di bidang
Perlengkapan dan Peralatan Pusat;

¢. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan pengawasan dengan
instansi terkait di bidang Perlengkapan dan Peralatan Pusat;

d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka

pengawasan di bidang Perlengkapan dan Peralatan Pusat;

Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil pengawasan di bidang

Perlengkapan dan Peralatan Pusat;

f Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Dacrah sesuai dengan bidang
tugasnya,

o

Pasal 24
Sub Bidang Periengkapan dan Peratatan Daerah mempunyai fugas:

a. Mengumpulkan dan  menyiapkan bahan pengawasan i bidang
Perlengkapan dan Peralatan Dacrah;

b. Menyiapkan data untuk keperjuan pembinaan pengawasan di bidang
Perlengkapan dan Peralatun Daerah,

¢. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegialan pengawasan dengan
instansi terkait di bidang Perlengkapan dan Peralatan Daerah;

d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, cvaluasi dalam rangka
pengawasan di bidang Perlengkapan dan Peralatan Daeraly;

c. Menyusun laporan dan rckomendasi hasil-hasil pengawasan di bidang
Perfengkapan dan Peralatan Daerah;

f Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Dacrah sesuai dengan bidang
tugasnya. '



Pasal 25

sub Bidang Kekayaan Dacral mempunyai lugas:

a.

1,

Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengawasan di bidang
Kekavaan Daerah;

Menviapkan data untak keperluan pembinaan pengawasan di bidang
Kekayaan Daerah;

Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan pengawasan dengan
instansi terkait di bidang Kekayaan Daerah;

Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka
pengawasan di bidang Kekayaan Dacrah;

Menvusun laporan dan rekomendasi hasil-hagil pengawagan di bidang
Kekayaan Daeraly; '

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oteh Kepala Bidang
Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daeraly sesual dengan bidang
tugasnya,

Pasal 26

(1) Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Badan Pengawasan di bidang pembangunan serta melaksanakan tugas
tain yang diberikan olch Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

(2) Untuk menyelengparakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal mi, bidang Pembangunan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan
program pengawasan serta perumusan kebijakan di  bidang
pembangunan;

b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang pembangunan;,

¢. Pelaksanaan koordinasi  dan  kerjasana program  kegiatan
pengawasan dengan Instansi terkait di bidang pembangunan;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan program Kegiatan
pengawasan di bidang pembangunan.

Pasal 27

(1) Bidang Pembangunan terdiri atag 3 (tiga) Sub Bidang vaitu:

a.  Sub Brlang Pembangunan Kota;
b.  Sub Bidang Proyck Program Bantuan Pembangunan Kota;
¢. Sub Bidang Pembangunan Keluranan aan Pelita Nasional.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Ridang
Pembangunan.

Pasal 28

Sub Bidang Pembangunan Kota mempunyvai tugas:

i

b

d.

Mengumpulkan  dan  menyiapkan bahan pengawasan di hidang
Pembangunan Keta;

Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan pengawasan di hidang
Pembangunan Kota; :

Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan pengawasan dengan
instansi terkait di bidang Pembangunan Kota;

Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, cvaluasi dalam rangka
pengawasan i bidang Pembangunan Kota;



Menyusun laperan dan rekomendasi hasil-hasil pengawasan di bidang
Pembangunan Kota;

Melaksanakan ftugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembangunan sesuai dengan bidang rugasnya.

Pasal 29

Sub Bidang Proyek Program Banmtuan Pembangunan Kota mempunyai
tugas:

<&,

by,

Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengawasan di bidang Proyek
Program Bantuan Pembangunan Kota;

Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan pengawasan di bidang
Proyek Program Bantuan Pembangunan Kota;

Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan pengawasan dengan
instansi terkait di bidang Proyek Program Bantuan Pembangunan
Kota,

Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka
pengawasan di bidang Proyek Program Bantuan Pembangunan Kota;
Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil pengawasan di bidang
Proyck Program Bantuan Pembangunan Kota;,

Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Didang
Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Sub Bidang Pembangunan Kelurahan dan PELITA Nasional mempunyai
tugas;

ia.

b,

)

d.

o

Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengawasan di bicdang
pembangunan kelurahan dan PELITA Nasional;

Menyiapkan data untuk keperiuan pembinaan pengawasan di bidang
pembangunan kelurahan dan PELITA Nasional;

Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan pengawasan dengan
instansi ferkait di bidang pembangunan kelurahan dan PEL{TA
Nastonal;

Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, cvaluasi dalam rangka
pengawasan di bidang pembangunan kelurahan dan PELITA Nasjonal;
Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil pengawasan di bidang
pembangunan kelurahan dan PELIT A Nasional:

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya. '

Pasal 31

(1} Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengawasan di bidang
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan Didang
fugasnya,

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasat ini, bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masvarakat
mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penvusunan
program  pengawasan  serta  perumusan kebijakan  di bidang
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;



b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat,

Pelaksanaan  koordinasi  dan  kexjasama  program  kegiafan

pengawasan dengan Insiansi terkait di bidang Kesatuan Bangsa

dan Perlindungan Masvarakat;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan program kegiatan
pengawasan i bidang  Kesatuan  Bangsa  dan Perlindungan
Masvarakat,

&

Pasal 32

(1) Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masvarakat terdiri atas 2
(dua) Sub Bidang vaitu:

a. Sub Bidang Kesatuan Bangsa;
b, Sub Bidang Perlindungan Masyarakat.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 33
Sub Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas:

A Mengumpulkan  dan  menviapkan  bahan pengawasan di bidang
Nesatuan Bangsa,

b Menyviapkan data untuk keperluan )cmhmaan pengawasan di lndang
Kesaruan Bangsa;

. Melakokan koordinasi dan kerjasama kegiatan pengawasan dengan
instansi terkait di bidang Kesatuan Bangsa;

d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka

pengawasan di bidang Kesatuan Bangsa;

Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil pengawasan di bidang

Kesatuan langsa; ‘

. Melaksanakan tugas fain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan
Rangsa dan Perlindungan Masyarakat scsuai dengan bidang tugasnya.

b

Pasal 34
Sub Bidang Pcrlindun_gnn Masyarakat mempunyai tugas:

a. Mengumpulkan  dan menyiapkan  bahan pengawasan di bidang
Pertindungan Masyarakat:

b. Menviapkan data untuk keperluan pembinaan pengawasan dl bidang
Perlindunaan Masyarakal;

c. Melakakan koordinasi d:m Kerjasama Kkegiatan pengawasan dengan
instansi terkait di bidang Perlindungan Masyarakat;

d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, cvaluasi dalam rangka
pengawasan di bidang Perlindungan Masyarakat;

¢. Menyusun Iaporan dan rekomendasi hasil-hasil pengawasan di bidang
Perlindungan Masyarakat;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnva.



Pasal 35

{1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
scbagian tugas Badan scsuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan
teknis di bidang kealilian masing-masing;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1)
pasal mi, dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua
Kelompoh vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Mepata Badan;

(3) Relompok Jabatan FFungsional dibagi dalam sub sub kelompok sesuai
dengan  kebutuhan  dan  masing-masing  dipimpin  oleh  Tenaga
Fungsional Senior: :

(4) Jumlah Tenaga lungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan
beban kerja vang ada:

(5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan
Peraturan Perundang-andangan yang berlaku,

BAB III
HUBUNGAN KERJA
Fasal 36

(1) Setiap pimpinan unit keyja dalam Lingkungan Badan Rengawasan wajib
melaksanakan  koordinasi, integrasi dan  sinkronisasi baik  dalam
lingkungan Badan swaupun antar unit Kerja scsuai dengan bidang
fugasnya masing-masing;

(2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Pengawasan
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya
serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTLT
Pasal 37

Hal-hal vang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mcng.cn:ti
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota,

Pasal 38
Keputusan Walikota ini mulai berfaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap crang  mengetahuinya,  memerintahkan  penpundangan

Keputusan Walikota ini dengan penenipatannya dalam Lembaran Dacrah
Kota Maojokerto.

Difetapkan di Mojokerto

Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 25 hmi 2001

pada tanggal 25 Juni 2001

WALIKOTA MOJOKERTO
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
ttd
t:d
TEGOEI] SOFJONQ, S.H.
SUTARNOSH .
Pembina Tingkat [

NIP. 010072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2001 NOMOR 33



LAMPIRAN XEPUTUSAN WALTKOTA MOJOKERTO

[

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
PEMERINTAHAN UMUM
APARATURSAGRARTA

]

SUE BIDANS
PEMERINTAHAN UMUM

SUB BIDANG
PEMERIMNTAMAN
DAERAH

SUB BIDANG
APARATUR DAN
KELEMBAGAAN

SUB BIDANG
AGRARTI A

BUMD & PENDAPATAN

SUB BIDANG
RETRIBUSI & PEN-
DAPATAN LAIN-LAIN

PELITA NASIONAL

ttd

HOMOR 2% TALUN 206!
TANGGAL : 25 Juni 2001
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGAWASAN
KEPALA
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PENYUSUNAM PROGR, KEPEGAWATAN DAN
DAN PELAPORAN UMUK KEUANGAN
1
BIDANG BIDANG BIDANG DTDANG
KEUANGAN, PEREKO- PERLENGKAPAN, KESATUAN BANGSA
NOMIAN DAN PERALATAN DAN PEMB ANGUNAN DAN
USAHA DAERAH KEKAYAAN PERL TNDUNGAN
DAERAH MASYARAKAT
SUB BIDANG
SUR BIDANG SUB BIDANG PEMBANGUNAN KOTA SUB BIDANG
PENGELOL AAN - | PERLENGKAPAN DAN : -
KEUANGAN PERALATAN PUSAT KESATUAN BANGSA
SUB BIDANG
FROYEK PROGRAM
SUB BIDANG : SUB BIDANG - BANTUAN SUB BIDANG
PELAKSANAAN DAN 1 PERLENGKAPAN DAN PEMBANGUNAN 1 PERLINDUNGAN
PERHITUKGAN PERALATAN DAERAH KOTA MASYARAKAT
ANGGARAN
DAERAH
SUB BIDANG 5U8 BIDANG
- PEMBANGUNAN
SUB BIDANG KEKAYAAN DAERAH 3 KELURAHAN DAN

WALIKOTA MOJOKERTO

TEGOEH SOEJONO, S.H.




